
 

 

 

 
BUPATI MAJENE 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

 
PERATURAN BUPATI MAJENE 

NOMOR  22 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR  11 TAHUN 2019 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN MAJENE  TAHUN 2020 

 
BUPATI MAJENE, 

 
Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan asumsi 

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta 

rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan dalam 
rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 
pengawasan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Majene  Tahun 2020; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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6. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4422); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara   Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonedia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015 – 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 3); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310) 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan 
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1842); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan dan Perubahan Peraturan Daerah Tentang 
RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 517); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 611); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat Nomor 52); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene 

(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010 
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Majene Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Majene Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 
Tahun 2012 Nomor 12); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
RSUD Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene 

Tahun 2012 Nomor 22); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 
Nomor 12); 

31. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Majene 13 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Majene Periode 2016-2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 13); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 11 
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJENE  TAHUN 2020. 
 

 
Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 
diubah sebagai berikut : 

 
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal  4 

(1) Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Majene Tahun 
2019 sebagai berikut : 

 
Bab I Pendahuluan 

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II  Tahun Berkenaan 
Bab III Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah 
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Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah 

Bab V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah 
Bab VI Penutup 

 
(2) Penyusunan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud 

ayat (1) Pasal ini  secara lengkap tercantum dalam 

lampiran ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Majene. 
 

Ditetapkan di Majene 
pada tanggal  11 Agustus 2020 

 
BUPATI MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 

H. FAHMI MASSIARA 
 

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 12 Agustus 2020 
 

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, 
 

CAP/TTD 
 

BURHAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 22. 
 
 

 


